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Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola
pemeliharaan jalan di Sulawesi Tenggara, yang merupakan aspek krusial dalam
pembangunan infrastruktur di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode
ARTICLE penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengawasan

ARTICL.E INFO dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pemeliharaan jalan. Selain itu,
Received 5 pemahaman yang baik mengenai regulasi, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 dan
Januari 2026,  Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, sangat penting untuk memastikan kepatuhan

Revised terhadap standar yang ditetapkan. Metode evaluasi seperti Pavement Condition Index
8 Februari, (PCI) juga direkomendasikan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam
2026 pemeliharaan jalan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi antara pemerintah,
Accepted sektor swasta, dan masyarakat merupakan kunci untuk menciptakan sistem

27 Februari pemeliharaan jalan yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional
’  serta kesejahteraan masyarakat.
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PENDAHULUAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola pemeliharaan jalan provinsi di Sulawesi
Tenggara adalah tema yang krusial untuk dibahas dalam konteks pembangunan infrastruktur di
Indonesia. Infrastruktur jalan yang memadai merupakan salah satu faktor kunci untuk pendorong
pertumbuhan ekonomi regional dan konektivitas antarwilayah. Dalam hal ini, sistem swakelola
menjadi salah satu pendekatan yang dipilih oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi
biaya dan mempercepat proses pembangunan. Namun, pelaksanaan swakelola memiliki tantangan
tersendiri, khususnya terkait dengan aspek pengawasan yang efektif.

Pengawasan terhadap proyek swakelola sangat penting karena tanpa pengawasan yang
ketat, hasil dari proyek tersebut dapat mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Pengawasan
berfungsi tidak hanya sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya
dilakukan dengan efisien, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana
publik. Sebagaimana diungkapkan dalam beberapa penelitian, pengawasan merupakan elemen
vital dalam pengelolaan proyek publik yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap fase dalam
proyek tersebut memenuhi standar teknis, kualitas, dan waktu (Amelia & Latunreng, 2025).

Dalam konteks pemeliharaan jalan, pengawasan menjadi semakin penting mengingat jalan
merupakan aset publik yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Jalan yang
berkualitas buruk dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kecelakaan lalu lintas,
pemborosan bahan bakar, dan meningkatkan biaya transportasi. Oleh karena itu, pengawasan
bukan hanya merupakan tanggung jawab lembaga pemerintahan tetapi juga melibatkan partisipasi
masyarakat untuk memberikan kontribusi nyata dalam kontrol kualitas (Setiawan & Febryanto,
2018).
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Aspek hukum dalam pengawasan swakelola sangatlah penting dan telah diatur dalam
beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu undang-undang yang mendasari pelaksanaan
pengawasan dalam konstruksi adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Dalam undang-undang ini, dijelaskan tentang peran pemerintah dan pengawas dalam menjamin
pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan norma dan standar yang ditetapkan (Putri Santoso et
al,, 2025). Selain itu, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 juga memberikan kerangka hukum
yang jelas tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang mencakup mekanisme
pelaksanaan dan pengawasan swakelola (Shidqi & Firmansyah, 2024).

Ketentuan ini mengatur bahwa setiap pelaksanaan proyek swakelola wajib melalui
tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang sistematis dan terukur. Dalam hal ini,
pengawasan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan badan pengawasan internal, serta
melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum guna memastikan transparansi dan akuntabilitas
(Aribah & Kurniasih, 2024).

Namun, praktik di lapangan seringkali menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang
mengatur, implementasi pengawasan masih mengalami kendala. Penelitian sebelumnya mencatat
bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten
dalam pengawasan menjadi masalah yang signifikan dalam memastikan proyek swakelola berjalan
dengan baik (Agung Wibowo et al., 2023).

Salah satu bukti konkret dari lemahnya pengawasan adalah kasus pemeliharaan Jalan
Brigjen Katamso di Sulawesi Tenggara berada di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota
Kendari. Tepatnya, jalan ini berada di depan SMAN 5 Kendari. Pemeliharaan yang dilakukan di ruas
jalan tersebut menunjukkan hasil yang sangat memprihatinkan (Fokusnews.id, 2024). Meski telah
ada investasi yang cukup besar, kualitas jalan justru cepat rusak dalam waktu yang relatif singkat.
Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam desain teknik, pemilihan bahan, atau mungkin dalam
proses pelaksanaan yang tidak sesuai standar yang ditetapkan (Sugito & Mokhtar, 2023).

Hasil monitoring di lapangan juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa kerusakan
seperti retak, bergelombang, dan munculnya lubang-lubang kecil yang dapat membahayakan
pengguna jalan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pengawasan yang dilakukan mungkin
kurang efektif, baik dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan (Susilowati et al., 2020).

Pengawasan yang tidak maksimal ini dapat berakibat pada meningkatnya biaya
pemeliharaan di masa mendatang dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam studi sebelumnya, diungkapkan bahwa kurangnya keterlibatan masyarakat dalam
pengawasan proyek publik dapat menyebabkan rendahnya kualitas proyek yang dilaksanakan.
Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas independen dapat menjadi solusi untuk mencegah
terulangnya kasus serupa di masa depan (Romadhon et al., 2021).

Berdasarkan fakta di lapangan dan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan swakelola,
sejumlah permasalahan muncul dan perlu untuk dikaji lebih dalam. Pertama, bagaimana efektivitas
pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola pemeliharaan jalan di Sulawesi Tenggara? Ini
mencakup aspek-aspek seperti metode dan mekanisme pengawasan yang diterapkan serta
keterlibatan berbagai pihak dalam proses tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis
mendalam terhadap pengaruh implementasi regulasi yang ada terhadap kualitas pelaksanaan
proyek. Apakah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan cukup efektif dalam mendorong
kualitas pemeliharaan jalan swakelola? Ini dapat menjadi titik awal untuk reformasi kebijakan yang
lebih baik ke depan (Erdiana & Zhafirah, 2023).

METODE

Penelitian ilmiah dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif,
dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian normatif ini berfokus pada
kajian pustaka karena utamanya memanfaatkan bahan-bahan sekunder, meliputi peraturan
perundang-undangan, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang terkait dengan objek penelitian
(Rustan et al., 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Pengawasan terhadap Proyek pemerintah
Pengawasan terhadap proyek pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam
memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penggunaan anggaran publik. Teori
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pengawasan dalam konteks ini mengacu pada berbagai mekanisme yang digunakan oleh
pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan sesuai
dengan rencana dan tidak menyimpang dalam implementasinya. Hal ini sejalan dengan pentingnya
manajemen komunikasi yang baik antara pemangku kepentingan agar seluruh kegiatan proyek
dapat dipertanggungjawabkan (Jaya et al.,, 2023). Dengan adanya pengawasan yang ketat, proyek
dapat lebih tepat sasaran dan mencapai hasil yang diharapkan. Sejatinya, pengawasan sangat
berperan penting dalam berbagai aspek organisasi dan manajemen dan membantu memastikan
bahwa semua aktivitas organisasi dan manajemen mematuhi hukum, peraturan, dan standar
operasional yang berlaku (Habibah Gaffar et al., 2024).

Salah satu aspek penting dari pengawasan adalah penerapan akuntansi berbasis akrual
yang berguna dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan membantu dalam pengendalian
internal di instansi pemerintah. Pengawasan keuangan daerah, melalui laporan yang akurat dan
transparan, memungkinkan evaluasi yang lebih baik terhadap kebijakan yang telah diterapkan
serta efisiensi dalam penggunaan anggaran public (Pirani et al., 2023).

Masyarakat sipil juga memiliki peran krusial dalam pengawasan proyek pemerintah. Teori
partisipasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam proses
pengawasan meningkatkan akuntabilitas birokrasi. Partisipasi ini dapat berupa pemantauan
anggaran, penyelidikan terhadap indikasi korupsi, serta advokasi reformasi untuk memastikan
bahwa proyek pemerintah dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Tanpa partisipasi
masyarakat, akuntabilitas pada birokrasi pemerintah cenderung menurun, membuka peluang bagi
korupsi dan penyimpangan lainnya (Maritza & Taufiqurokhman, 2024).

Keberadaan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) juga sangat penting dalam
konteks pengawasan proyek. APIP harus dilibatkan dalam setiap tahap proyek untuk
mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pelaksanaan proyek tersebut. Melalui
pengawasan yang efektif, APIP dapat memastikan bahwa proyek yang dikelola oleh pemerintah
atau badan usaha tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan dan dapat memberi masukan
tentang perbaikan yang diperlukan (Shidqi & Firmansyah, 2024). Pengawasan yang baik juga dapat
mencegah keterlambatan dalam pelaksanaan proyek, yang sering disebabkan oleh masalah
administratif, termasuk pembebasan lahan dan perubahan kondisi cuaca (Firdaus et al., 2020;
Istijono, 2014).

Di tingkat legislatif, pengawasan juga memainkan peran yang signifikan dalam
menegakkan akuntabilitas pemerintah. Skema yang menggabungkan pengawasan legislatif dengan
mekanisme akuntabilitas lainnya dipercaya dapat mendorong pengurangan korupsi dan
meningkatkan pembangunan ekonomi (Rosli & Quddus, 2020). Contohnya, laporan-laporan dari
Komite Akuntabilitas Publik (PAC) menunjukkan bahwa pengawasan legislatif yang efektif dapat
meningkatkan independensi dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, yang pada
gilirannya membantu mencegah penyimpangan dalam proyek-proyek publik (Zazili et al., 2024).

Pengawasan dalam proyek pemerintah juga sangat dipengaruhi oleh kerangka hukum yang
mengaturnya. Di Indonesia, regulasi terkait pengawasan proyek pemerintah diatur dalam undang-
undang serta berbagai peraturan pemerintah, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang
Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 yang menekankan pentingnya
akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Regulasi tersebut memberi pedoman
bagi pengawasan agar sesuai dengan kaidah hukum dan mengedepankan integritas serta keadilan
dalam pelaksanaan proyek (Supriatna et al., 2023).

Pentingnya aspek hukum ini tidak dapat diabaikan. Banyak proyek pemerintah yang
menemui kesulitan disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan hukum, baik dari sisi
pelaksanaan, pengawasan, maupun pengendalian. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap
regulasi yang ada sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah.

Konsep Swakelola Pemeliharaan Jalan

Konsep swakelola pemeliharaan jalan di Indonesia merupakan metode yang diterapkan
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan infrastruktur jalan. Swakelola melibatkan
partisipasi langsung masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam pemeliharaan jalan, yang
tidak hanya mengurangi biaya tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap
infrastruktur yang ada (Humara, 2022). Dengan melibatkan masyarakat dalam proses tersebut,
pemerintah dapat memanfaatkan pengetahuan lokal, sehingga pemeliharaan jalan dapat dilakukan
dengan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan (Sutrisno et al., 2024).
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Salah satu contoh konkret dari penerapan swakelola dalam pemeliharaan jalan dapat
dilihat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung, yang
melakukan inovasi dalam sistem manajemen pemeliharaan jalan. Dalam pendekatan ini, sumber
daya manusia dipilih berdasarkan latar belakang dan pengalaman mereka, serta dilibatkan warga
setempat untuk membantu dalam pemeliharaan ruas jalan dengan panjang rata-rata 26 kilometer.
Penugasan peran yang jelas membantu mempercepat proses perawatan dan pemantauan terhadap
kondisi jalan (Humara, 2022).

Dalam konteks lingkungan, konsep "Green Toll Road" menunjukkan bahwa pemeliharaan
jalan juga dapat mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Misalnya, di Jalan Tol Bali Mandara,
implementasi standar lingkungan dalam pemeliharaan menunjukkan komitmen dalam
pembangunan ramah lingkungan yang penting untuk keberlanjutan daerah (Rani & Indrayanti,
2023). Dalam hal ini, pemeliharaan jalan tidak hanya dilihat dari sisi fisik, tetapi juga
mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat, dengan menciptakan jalan
yang aman dan nyaman untuk digunakan.

Dari sisi teknis, evaluasi dan pemantauan kondisi jalan dapat dilakukan menggunakan
berbagai metode seperti Pavement Condition Index (PCI), yang telah diadaptasi dalam pengelolaan
jalan umum. Metode ini memungkinkan pengelola untuk mengetahui kualitas infrastruktur dan
membuat keputusan yang tepat dalam melakukan intervensi pemeliharaan (Wardono et al.,, 2022).
Selain itu, analisis kerusakan dan pemeliharaan juga harus terus diterapkan untuk memastikan
bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara maksimal dan diprioritaskan berdasarkan
kondisi nyata di lapangan (Prayoga et al., 2023; Sitanggang et al., 2022).

Melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan
lainnya, penerapan swakelola dalam pemeliharaan jalan dapat memberikan solusi yang lebih
berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap kebutuhan infrastruktur publik, meningkatkan
kepuasan pengguna jalan, serta mendukung pembangunan ekonomi lokal.

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap pemeliharaan jalan

Tanggung jawab pemerintah terhadap pemeliharaan jalan sangat penting dalam
memastikan bahwa infrastruktur transportasi berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan
masyarakat. Pemeliharaan jalan mencakup perbaikan kerusakan serta pengelolaan berkelanjutan
untuk menjaga kualitas dan keamanan ruas jalan. Dalam pengelolaan ini, pemerintah diharuskan
menyusun strategi pemeliharaan yang efisien sejalan dengan alokasi anggaran yang tersedia, serta
menerapkan pendekatan berbasis data untuk menentukan prioritas pemeliharaan (Prayoga et al,,
2023; PUSERBUMI & Purwanti, 2020).

Pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan program pemeliharaan jalan sesuai
dengan fungsi dan karakteristik setiap ruas jalan. Pemeliharaan yang dilakukan harus
mempertimbangkan aspek aksesibilitas, mobilitas, serta fungsi biaya, sehingga membantu dalam
pengambilan keputusan prioritas (Prayoga et al, 2023; Sitanggang et al, 2022). Penelitian
menunjukkan bahwa kurangnya perencanaan yang baik dalam pemeliharaan jalan dapat berujung
pada kerusakan yang lebih parah, sehingga menambah beban biaya dan waktu perbaikan
(Hasibuan & Suroso, 2023). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menggunakan metode
evaluasi seperti Pavement Condition Index (PCI) dalam rangka menilai kondisi jalan dan
menentukan jenis perawatan yang paling efektif (Dhiaulhaq & Fauzan, 2022; Wardono et al.,, 2022).

Proses pengambilan keputusan mengenai pemeliharaan juga harus melibatkan data valid
terkait kondisi dan kerusakan jalan. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dapat lebih
tepat sasaran dalam mengalokasikan sumber daya untuk perbaikan jalan (Girsang, 2018;
Karyadiputra et al, 2023). Pembiayaan pemeliharaan jalan yang seringkali terbatas menjadikan
prioritas pemeliharaan sebagai tantangan utama, dan pemerintah perlu menetapkan alat dan
metode yang dapat mendukung pengelolaan anggaran yang efektif (PUSERBUMI & Purwanti, 2020;
Trissiyana, 2017).

Lebih jauh, kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, serta partisipasi masyarakat,
juga sangat penting dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan. Implementasi Public-Private
Partnership (PPP) dapat meningkatkan efektivitas pemeliharaan jalan, karena dapat mengurangi
beban langsung pada anggaran pemerintah melalui keterlibatan sektor swasta (Rahmawati &
Hazmi, 2024). Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal dalam pengelolaan
pemeliharaan jalan turut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan
sistem yang lebih mandiri dan berkelanjutan (Akbardin et al., 2023).
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KESIMPULAN

Pengawasan terhadap pelaksanaan swakelola pemeliharaan jalan di Sulawesi Tenggara
menegaskan pentingnya pengawasan yang efektif dalam memastikan kualitas dan akuntabilitas
proyek publik. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur, implementasi di lapangan masih
menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi dan minimnya
keterlibatan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sebagai pengawas independen sangat penting
untuk meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penurunan kualitas proyek. Selain itu,
pemahaman mendalam mengenai regulasi, seperti Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 dan
Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018, menjadi krusial untuk memastikan setiap tahap proyek
dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Reformasi kebijakan yang berfokus pada penguatan pengawasan dan peningkatan
partisipasi masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem pemeliharaan jalan yang lebih
berkelanjutan dan efektif. Implementasi metode evaluasi seperti Pavement Condition Index (PCI)
akan membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran. Melalui
kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan kualitas pemeliharaan
jalan di Sulawesi Tenggara dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan mendukung
pertumbuhan ekonomi regional dan kesejahteraan masyarakat.
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